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ABSTRAK 

Navira Rosianda : Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tetap pada PT  

        Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera  

        Barat 

Pembimbing      : Herlina Helmy, SE, MS.Ak, Ak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan 

aset tanah oleh pihak ketiga pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional II Sumatera Barat. Fokus penelitian diarahkan pada tingkat optimalisasi 

aset, kesesuaiannya dengan PSAK 16, PSAK 68, dan PSAK 72, serta strategi yang 

diterapkan perusahaan dalam mengelola aset yang belum produktif. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 117 bidang tanah seluas ±9,76 

juta m², hanya sekitar 30% yang dimanfaatkan melalui kerja sama resmi dengan 

pihak ketiga. Realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp17,31 miliar masih jauh 

di bawah potensi pendapatan Rp585 miliar–Rp2,9 triliun per tahun, yang 

menandakan adanya opportunity loss dan belum optimalnya pengelolaan aset. 

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah PT KAI 

Divre II Sumatera Barat belum sepenuhnya efisien dan akuntabel. Perusahaan perlu 

memperkuat sistem inventarisasi dan penilaian aset berbasis nilai wajar, 

menyesuaikan pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72, serta menerapkan prinsip 

Good Corporate Governance agar pemanfaatan aset dapat memberikan nilai 

ekonomi maksimal bagi perusahaan dan negara. 

Kata kunci: Pengelolaan aset, pemanfaatan aset, aset tanah, pihak ketiga, PT 

KAI Divre II Sumatera Barat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aset negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam 

mendukung keberlangsungan operasional perusahaan serta memberikan 

nilai tambah bagi negara apabila dikelola secara optimal. Salah satu jenis 

aset yang memiliki potensi besar adalah aset tanah. Dalam menghadapi 

keterbatasan pendapatan utama, banyak BUMN berupaya mengoptimalkan 

aset non-produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Tujuan dari 

langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan non-operasional, 

tetapi juga untuk memastikan bahwa aset negara tidak dibiarkan 

terbengkalai dan terhindar dari potensi penyalahgunaan. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai salah satu BUMN yang 

strategis di sektor transportasi, memiliki banyak aset tanah yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Sebagian besar aset ini merupakan warisan dari era 

kolonial Belanda yang hingga kini masih dikuasai dan belum sepenuhnya 

dimanfaatkan secara optimal.  

Seiring dengan meningkatnya nilai tanah di kawasan strategis, aset-

aset tersebut menjadi peluang besar bagi PT KAI untuk mengembangkan 

sumber pendapatan baru di luar bisnis utama transportasi. Oleh karena itu, 

perusahaan mulai mengelola aset-aset tersebut dengan membuka peluang 

kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga melalui skema legal dan 

profesional. Salah satu bentuk pemanfaatan yang strategis adalah kerja sama 

atas aset tanah, karena aset ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi 

pengembangan jangka panjang. 

Secara organisasi, PT KAI memiliki wilayah-wilayah operasi yang 

tersebar di Indonesia, meliputi Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional 

(Divre). Adapun wilayah tersebut terdiri atas: Daop 1 Jakarta, Daop 2 



Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 

Yogyakarta, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember, Divre I 

Sumatera Utara, Divre II Sumatera Barat, Divre III Palembang, dan Divre 

IV Tanjung Karang. Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PT KAI 

memiliki berbagai jenis aset tetap seperti kereta api, gerbong, stasiun, 

gedung, rel, serta tanah di sepanjang jalur kereta. 

Dalam perspektif akuntansi, tanah dan aset sejenisnya diakui dan 

diukur sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK). Menurut PSAK 16 tentang Aset Tetap, tanah yang dimiliki 

perusahaan dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, kecuali 

memiliki masa manfaat terbatas. Pemanfaatan aset berupa tanah melalui 

kerja sama dengan pihak ketiga pada umumnya dikaitkan dengan PSAK 73 

tentang Sewa, di mana perjanjian pemanfaatan aset tanah dapat 

dikategorikan sebagai sewa apabila memenuhi kriteria tertentu, misalnya 

adanya hak untuk menggunakan aset selama periode tertentu dengan 

imbalan. Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset 

tanah PT KAI harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar laporan 

keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang wajar dan transparan. 

Perusahaan dapat memanfaatkan aset yang menganggur untuk 

menambah pendapatan. Salah satu contohnya adalah aset tanah PT KAI di 

kawasan Suzuya, Kota Padang, yang dimanfaatkan melalui kerja sama 

dengan pihak ketiga untuk pembangunan dan kegiatan komersial. 

Pemanfaatan aset tanah di kawasan strategis tersebut tidak hanya 

memberikan tambahan pendapatan bagi PT KAI Divre II Sumatera Barat, 

tetapi juga mendukung kebutuhan ruang usaha di daerah perkotaan yang 

terus berkembang. 

Di Kota Padang sendiri, tanah milik PT KAI Divre II Sumatera Barat 

yang disewakan dapat kita lihat di beberapa wilayah seperti di pinggir jalan 

rel Kampung Jua, di pinggir jalan rel Simpang Haru, di pinggir rel Jati, dan 

beberapa tempat lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai 

berikut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : PT KAI Divre II Sumbar, 2025) 

 

Berdasarkan data tahun 2024 dari PT KAI Divre II Sumatera Barat, 

jumlah aset yang dikelola mencapai 561 unit, terdiri dari 117 bidang tanah 

dan 444 unit bangunan dengan total luas sekitar 9,76 juta m². Jika dikonversi 

menggunakan kisaran harga pasar tanah di perkotaan Sumatera Barat, yaitu 

antara Rp2.000.000 hingga Rp6.000.000 per meter persegi, maka potensi 

nilai ekonominya mencapai sekitar Rp19,52 triliun hingga Rp58,56 triliun. 

Apabila aset tersebut disewakan dengan tarif konservatif 3% hingga 

5% per tahun, maka potensi pendapatan sewa yang dapat diperoleh 

perusahaan berkisar antara Rp585,65 miliar hingga Rp2,93 triliun per tahun. 

Namun, realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga 

pada tahun 2024 baru mencapai Rp17,31 miliar. Hal ini menunjukkan 

adanya selisih potensi pendapatan atau kerugian peluang (opportunity loss) 

yang sangat besar, yakni sekitar Rp568 miliar hingga Rp2,91 triliun per 

tahun. 

Celah yang signifikan ini menegaskan bahwa meskipun PT KAI 

telah memiliki sistem pengelolaan dan kebijakan pemanfaatan aset, dalam 

praktiknya masih terdapat tantangan besar dalam hal optimalisasi nilai 

ekonomi aset, mekanisme kerja sama yang efisien, penetapan nilai sewa 

yang sesuai dengan nilai wajar (PSAK 68), serta transparansi dan 

pengawasan kerja sama dengan pihak ketiga. 

Gambar 1. Tanah PT KAI Divre II Sumbar yang Disewakan 



Kajian yang secara spesifik membahas bagaimana aset tanah milik 

PT KAI dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara lokal di tingkat 

regional, khususnya di Divre II Sumatera Barat, masih sangat terbatas. 

Padahal, kajian semacam ini penting untuk memberikan gambaran nyata 

dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. 

Pengelolaan aset merupakan sumber pendapatan alternatif yang 

penting, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam terkait pemanfaatan 

aset tanah PT KAI oleh pihak ketiga di Divre II Sumatera Barat. Kondisi ini 

menunjukkan adanya inefisiensi dan kehilangan potensi pendapatan 

(opportunity loss) akibat belum optimalnya pemanfaatan aset tanah PT KAI 

Divre II Sumatera Barat. Dengan potensi sewa mencapai Rp585 miliar–

Rp2,9 triliun per tahun dan realisasi hanya Rp17,31 miliar, maka penelitian 

ini penting untuk menganalisis faktor penyebab dan kesesuaiannya dengan 

peraturan resmi serta standar akuntansi seperti PSAK 16, PSAK 68, PSAK 

72 dan PSAK 73. Penelitian ini relevan untuk menjawab permasalahan 

tersebut serta memberikan masukan bagi PT KAI dalam mengelola asetnya 

secara lebih optimal dan profesional. Dengan demikian, tugas akhir ini 

diberi judul: “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset pada PT 

Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat.” 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan 

pemanfaatan aset tanah milik PT KAI Divre II Sumatera Barat oleh pihak 

ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

penyusunan kebijakan pengelolaan aset yang lebih efektif, profesional, dan 

sesuai prinsip akuntansi serta tata kelola yang baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan aset tanah milik PT KAI Divre II Sumatera 

Barat yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga? 

2. Bagaimana kesesuaian pencatatan dan pelaporan pemanfaatan aset 

tanah dengan PSAK yang berlaku? 



3. Bagaimana strategi PT KAI Divre II Sumatera Barat dalam 

mengoptimalkan aset tanah yang masih menganggur? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan aset tanah milik PT KAI 

Divre II Sumatera Barat yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. 

2. Untuk mengevaluasi apakah pencatatan dan pelaporan pemanfaatan 

aset tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku, terutama berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang relevan. 

3. Menganalisis strategi optimalisasi pemanfaatan aset tanah yang masih 

belum termanfaatkan (idle asset). 

D. Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai sarana 

untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa 

studi, khususnya dalam bidang akuntansi aset tetap dan pengelolaan 

aset negara oleh BUMN. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan dan 

pencatatan aset tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, serta 

kemampuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan standar 

akuntansi yang berlaku. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi 

mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga di 

lingkungan BUMN, khususnya PT KAI. Selain itu, penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi pihak yang tertarik pada praktik pencatatan aset 

dan penerapan standar akuntansi di sektor publik. 



 

3. Bagi universitas 

Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Negeri Padang dan sebagai acuan referensi tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah oleh 

pihak ketiga pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II 

Sumatera Barat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku. Dari total 117 

bidang tanah seluas ±9,76 juta m², baru sekitar 14% yang bersertifikat dan 

dapat diakui sebagai aset tetap sesuai PSAK 16 tentang Aset Tetap (IAI, 

2023). Sebagian besar lahan belum memiliki legalitas yang sah, sehingga 

belum dapat diakui secara penuh dalam laporan keuangan perusahaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek legalitas menjadi hambatan utama 

dalam pengelolaan aset tetap di lingkungan PT KAI Divre II Sumatera 

Barat. 

Dalam hal penilaian aset, PT KAI Divre II Sumatera Barat masih 

menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengukuran, 

bukan nilai wajar (fair value) sebagaimana diatur dalam PSAK 68 tentang 

Pengukuran Nilai Wajar (IAI, 2023). PSAK 68 menegaskan bahwa nilai 

wajar harus mencerminkan harga yang akan diterima untuk menjual suatu 

aset dalam transaksi yang wajar antar pelaku pasar pada tanggal 

pengukuran, bukan berdasarkan biaya historis atau penilaian administratif 

seperti NJOP. Dengan demikian, nilai aset yang disajikan oleh perusahaan 

saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomis aktualnya. 

Apabila PT KAI menerapkan PSAK 68 secara konsisten, maka penilaian 

aset tanah akan lebih menggambarkan kondisi pasar terkini dan potensi 

ekonominya yang sesungguhnya. Selain itu, pengukuran berbasis nilai 

wajar juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga sewa 

lahan, potensi kerja sama, serta estimasi pendapatan dari pemanfaatan aset 



oleh pihak ketiga, sehingga mendukung prinsip transparansi dan 

akuntabilitas laporan keuangan. 

Dari sisi pengakuan pendapatan, pemanfaatan aset oleh pihak ketiga 

belum seluruhnya dilakukan berdasarkan kontrak resmi. Hal ini tidak 

sejalan dengan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan 

Pelanggan (IAI, 2023), yang menuntut adanya dasar kontraktual dalam 

pengakuan pendapatan. Beberapa lahan masih dimanfaatkan tanpa izin 

resmi, yang mengakibatkan understatement pendapatan dan hilangnya 

potensi ekonomi yang signifikan. Dengan menerapkan PSAK 72, 

perusahaan seharusnya dapat mengakui pendapatan secara proporsional 

sesuai kontrak dan periode kerja sama yang berjalan, sehingga 

mencerminkan kinerja keuangan yang lebih wajar. 

Selain itu, penerapan PSAK 73 tentang Sewa (IAI, 2023) juga belum 

sepenuhnya dilakukan. Standar ini penting karena mengatur pencatatan 

pendapatan dan kewajiban yang timbul dari transaksi sewa, baik bagi pihak 

penyewa (lessee) maupun pemberi sewa (lessor). Dalam konteks PT KAI 

Divre II Sumatera Barat, penerapan PSAK 73 akan membantu memastikan 

bahwa seluruh transaksi kerja sama sewa lahan dengan pihak ketiga diakui 

secara akuntabel selama masa kontrak, sesuai dengan pola manfaat ekonomi 

yang diterima. 

Dari sisi regulasi, pengelolaan aset belum sepenuhnya sejalan 

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2020, yang 

mewajibkan setiap pemanfaatan atau pemindah tanganan aset dilakukan 

melalui perjanjian tertulis dengan nilai wajar. Praktik di lapangan 

menunjukkan masih adanya penggunaan lahan tanpa izin, yang 

bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

sebagaimana diatur dalam PER-01/MBU/2011. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan dan pengawasan internal dalam pengelolaan aset 

BUMN masih perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. 

 



Contoh penerapan yang baik dapat dilihat pada kerja sama dengan 

Suzuya Mall Padang, di mana pemanfaatan lahan dilakukan melalui kontrak 

resmi dan pendapatan diakui secara akuntabel sesuai PSAK yang berlaku. 

Sebaliknya, kasus di wilayah Sawahlunto menunjukkan lemahnya 

pengendalian dan legalitas, yang menyebabkan potensi kehilangan 

pendapatan antara Rp72–120 miliar per tahun. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan 

utama pengelolaan aset di PT KAI Divre II Sumatera Barat terletak pada 

aspek legalitas, penilaian, dan pelaporan akuntansi. Penerapan PSAK 16, 

PSAK 68, PSAK 72, dan PSAK 73 secara konsisten, disertai dengan 

kepatuhan terhadap peraturan BUMN, sangat diperlukan agar aset negara 

dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal, sekaligus mendukung 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan 

kekayaan negara. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, beberapa saran 

yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: 

1. Percepatan Sertifikasi Aset Tanah 

PT KAI Divre II Sumatera Barat perlu segera menuntaskan proses 

sertifikasi seluruh bidang tanah bekerja sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Legalitas aset merupakan dasar utama 

pengakuan akuntansi sesuai PSAK 16, serta menjadi prasyarat 

pelaksanaan kerja sama resmi dengan pihak ketiga. 

2. Penilaian Ulang Aset Berdasarkan Nilai Wajar (Fair Value) 

Perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi aset sesuai PSAK 68 

agar nilai aset tanah yang tercatat dalam laporan keuangan 

mencerminkan nilai pasar sebenarnya. Langkah ini akan 

meningkatkan akurasi penghitungan potensi pendapatan sewa dan 

nilai ekonomi aset. 

 



3. Penerapan Sistem Digital Manajemen Aset (Asset Management 

System) 

Diperlukan sistem pencatatan digital yang terintegrasi untuk 

memantau penggunaan aset secara real time, mengurangi risiko 

kehilangan data, serta memperkuat transparansi sesuai prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). 

4. Penegakan Aturan dalam Pemanfaatan Aset 

Setiap bentuk pemanfaatan oleh pihak ketiga wajib berdasarkan 

perjanjian tertulis dengan nilai wajar sesuai PER-02/MBU/2020 

dan PMK 118/PMK.06/2014. PT KAI perlu menertibkan 

pemanfaatan tanpa izin, seperti di wilayah Sawahlunto, agar aset 

tidak disalahgunakan dan pendapatan dapat dioptimalkan. 

5. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Akuntansi Aset 

Pelatihan berkala mengenai penerapan PSAK 16, PSAK 68, PSAK 

72, dan PSAK 73 perlu dilakukan bagi pegawai Divre II Sumatera 

Barat agar pencatatan dan pelaporan aset lebih akurat, transparan, 

dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

6. Replikasi Model Kerja Sama Sukses (Kasus Suzuya Mall) 

Pola kerja sama yang berhasil di Suzuya Mall Padang dapat 

dijadikan model untuk pemanfaatan aset strategis lainnya. 

Pendekatan Build Operate Transfer (BOT) atau sewa jangka 

panjang berbasis kontrak sah terbukti lebih produktif dan 

berkelanjutan dibandingkan skema sewa jangka pendek. 

7. Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta 

Optimalisasi aset tanah dapat dilakukan melalui kolaborasi antar 

instansi, terutama dalam proyek pengembangan kawasan, 

pariwisata, dan transportasi terpadu. Sinergi ini akan memperluas 

manfaat ekonomi dan sosial dari aset BUMN di daerah. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aset 

tanah PT KAI Divre II Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi 

yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal sesuai 



regulasi dan standar akuntansi keuangan. Ketidaksesuaian terhadap 

PSAK 16, PSAK 68, PSAK 72, dan PSAK 73, serta Peraturan 

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2020, menunjukkan 

perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan aset 

BUMN. 

Reformasi tersebut harus mencakup percepatan sertifikasi 

aset, penerapan sistem informasi digital, revaluasi nilai aset, dan 

penguatan prinsip GCG secara konsisten. Dengan langkah-langkah 

ini, PT KAI Divre II Sumatera Barat dapat meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan aset dan mengubah idle asset menjadi 

sumber pendapatan berkelanjutan yang berkontribusi nyata terhadap 

kinerja perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. 
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